PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 46
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, DAN

Menimbang

Mengingat

EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tertib administrasi

dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan
adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati
Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggungjawaban, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian
Hiibah dan Bantuan Sosial;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai
Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung
jawaban, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-undang ...
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-undang ...
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12.

13.

14.

15.

16.

-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasonal (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintah Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5202);

17. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 07
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009 Nomor 7);

MEMITTTIQKAN -
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
MONITORING, DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timr
Nomor 46 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban,
Monitoring, dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

(1) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan
kepada penerima bantuan sosial sampai akhir tahun
anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca sebesar apabila diperoleh dengan
pembelian, biaya standar apabila diproduksi sendiri, dan

nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

(2) Bantuan sosial berupa uang yang menjadi komitmen
atas belanja bantuan sosial yang belum dilaksanakan /
diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan

sebagai utang dalam neraca.

(3) Kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah
terlanjur disalurkan kepada penerima bantuan sosial
sampai dengan akhir tahun berkenaan dilaporkan

sebagai piutang dalam neraca.
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2. Diantara BAB VI Pasal 47A dan BAB VII Pasal 48 disisipkan

1 (satu) BAB dan Pasal baru yaitu BAB VIA Pasal 47B,
sehingga berbunyi seagai berikut:

BAB VIA
SANKSI

Pasal 47B

(1) Penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak
menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih dari
tiga bulan setelah batas waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), maka
penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari

Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam hal hasil audit keuangan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdapat
penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai
dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau
bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 47A diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dinyatakan masih
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal Il ...
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Pasal II

Peraturan Bupati ini Dberlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



